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MOTTO 

 

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajad. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 

(QS. Al Mujadilah ayat 11) 

 

“The most important talent for a shinobi is not the number of jutsu. The important 

thing is having the guts and never give up” 

(Masashi Kishimoto, Author and Mangaka of Naruto) 
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RINGKASAN 

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi untuk mewujudkan masyarakat yang 

adil dan makmur dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi. Diperlukan modal 

untuk meningkatkan ekonomi Indonesia yang modal tersebut harusnya dapat 

disediakan oleh dalam negeri sendiri namun hal tersebut terhambat oleh kendala. 

Kendala diatasi dengan berbagai macam cara dan alternatif diantaranya melalui 

bantuan dan kerja sama dengan luar negeri guna melengkapi modal dalam negeri 

dengan berinvestasi. Pemberian bentuk kerja sama kepada modal asing di 

Indonesia diperkenankan melaksanakan usahanya secara langsung (direct 

investment) maupun dalam bentuk kerja sama patungan (joint venture). 

Mewujudkan perkembangan ekonomi kegiatan investasi di Indonesia haruslah 

sesuai dengan peraturan tentang investasi untuk menciptakan pembangunan 

ekonomi dimana dipengaruhi juga oleh kehidupan perusahaan atau pelaku usaha 

yang akan menanamkan modalnya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas 

agar investor terutama investor asing dapat menanam modal dengan aman dan 

berkepastian. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang di kaji oleh 

penulis meliputi 2 (dua) permasalahan, yaitu: Apakah kendala pengembangan 

Penanaman Modal Asing di Indonesia? Apakah upaya yang harus diambil oleh 

Pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum berinvestasi di Indonesia 

bagi Penanaman Modal Asing? 

Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat 

melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, tujuan khususnya 

adalah untuk mengetahui dan memahami tentang kendala pengembangan 

Penanaman Modal Asing di Indonesi dan guna mengetahui dan memahami 

tentang upaya yang harus di ambil Pemerintah Indonesia untuk menjamin 

kepastian hukum berinvestasi di Indonesia bagi Penanaman Modal Asing. 

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute 

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual). Bahan hukum yang 

digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekuder, dan bahan non-

hukum yang kemudian dilakukan analisa terhadap bahan-bahan hukum tesebut. 

Analisa dilakukan penulis menggunakan metode yang telah diambil untuk 

menjelaskan pembahasan dari skripsi. Pembahasan mengenai tentang kendala dari 

pengembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia dan pembahasan 

selanjutnya mengenai tentang upaya apa yang harus diambil oleh pemerintah 

Indonesia  dalam menjamin kepastian hukum berinvestasi di Indonesia bagi 

Penanaman Modal Asing. 
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Kesimpulan dari penulisan skripsi, rumusan masalah yang Pertama, kendala 

yang dihadapi oleh penanaman modal asing adalah masalah kepastian hukum 

perizinan, regulasi yang tidak efisien, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

belum memiliki standar pelayanan publik yang mendukung pelayanan dan 

masalah yang terjadi di daerah yang dirasa tidak efektif dan tidak memberikan 

keadilan. Kedua, pemberian fasilitas kepada para investor merupakan pemberian 

jaminan kepastian hukum pada pelaku usaha. Bentuk kepastian hukum yamg 

diberika oleh pemerintah berupa bentuk investasi, bentuk usaha pemberian 

pelayanan berupa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Daftar Bidang Usaha 

sebagai acuan investor dalam berinvestasi. Saran Pertama, pemerintah hendaknya 

melakukan upaya reformasi kebijakan dalam menyelesaikan kendala dalam 

penanaman modal asing melalui penyederhanaan prosedur dan peraturan, serta 

amanat dalam Undang-Undang harus dilakukan secara nyata di lapangan. Kedua, 

Investor hendaknya lebih mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan apabila 

melakukan investasi di Indonesia dari berbagai aspek agar tidak menimbulkan 

kebimbangan dalam berinvestasi. 
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1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam program pembangunan 

nasional (Propernas), yakni berusaha mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan 

makmur, di mana masyarakat yang adil dan makmur itu diwujudkan melalui 

pembangunan di berbagai  bidang, di antaranya ekonomi.1  

 Untuk mewujudkannya, perlu adanya modal yang tidak sedikit. Modal tidak 

hanya datang dari para investor dalam negeri, melainkan modal dari investor asing 

sangat dibutuhkan untuk peningkatan ekonomi Indonesia. Bidang dalam ekonomi 

sendiri meliputi sektor pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, 

pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa-jasa.2 Sesuai amanat yang 

tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor 

XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, 

kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan 

yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. 

 Pelaksanaan pembangunan ekonomi seperti diketahui memerlukan modal 

dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Seharusnya 

modal dapat disediakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat luas melalui 

tabungan nasional (national saving). Keadaan yang ideal, dari segi nasionalisme 

adalah apabila kebutuhan akan modal tersebut sepenuhnya dapat disediakan oleh 

kemampuan modal dalam negeri sendiri, apakah itu oleh pemerintah dan/atau 

dunia usaha swasta dalam negeri.3 Negara berkembang dalam hal ketersediaan 

modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh

                                                           
1 Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 1. 
2 Ibid. 
3 Ibid, hlm. 2. 
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mengalami berbagai kesulitan disebabkan oleh berbagai faktor antara lain; tingkat 

tabungan (saving) masyarakat masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif 

dan efisien, keterampilan (skill) yang belum memadai, serta tingkat teknologi 

yang belum modern. Kendala ini umumnya, oleh negara-negara berkembang 

dicoba untuk diatasi dengan berbagai macam cara dan alternatif di antaranya 

melalui bantuan dan kerja sama dengan luar negeri yang di butuhkan untuk 

melengkapi modal dalam negeri yang dapat segera di kerahkan.4 Pemberian 

bentuk kerja sama bagi luar negeri dalam menanamkan modalnya merupakan 

upaya untuk mengikuti perkembangan ekonomi global yang semakin bersaing 

serta dapat lebih sejajar dengan negara maju. 

  Pemberian bentuk kerja sama kepada modal asing di Indonesia diperkenankan 

melaksanakan usahanya secara langsung (direct investment) maupun dalam 

bentuk kerja sama patungan (joint venture) dengan pihak nasional apakah dengan 

swasta atau pemerintah (BUMN).5 Usaha secara langsung atau direct invesment 

adalah kegiatan penanaman modal yang melibatkan pengalihan dana (transfer od 

funds), proyek yang memiliki jangka waktu yang panjang (long-term project), 

tujuan memperoleh pendapat regular (the purpose of regular income), pertisipasi 

dari pihak yang melakukan pengalihan dana (the participation of the person 

transferring the funds) dan resiko usaha (business risk).6 Sedangkan kerja sama 

patungan (joint venture) adalah suatu kerja sama yang dilakukan antara 

penanaman modal asing dengan nasional semata-mata berdasarkan suatu 

perjanjian atau kontrak (kontraktual), di mana tidak membentuk suatu badan 

hukum baru.7 Terdapat juga beberapa bentuk kerja sama lain yang dalam praktik 

dilakukan oleh pemodal khususnya asing seperti joint interprise, kontrak karya, 

                                                           
4 Ibid. 
5 Ibid, hlm. 85. 
6 David Kairupan, Aspek Hukum Penanman Modal Asing Di Indonesia , Jakarta, Katalog 

Dalam Terbitan (KDT), 2013, hlm. 19. 
7 Aminuddin Ilmar, Op.Cit, hlm. 100. 
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production sharing, penanaman modal dengan disc-rupiah, penanaman modal 

dengan kredit investasi dan portofolio investment.8 

 Investor asing yang melakukan investasinya di negara berkembang termasuk 

Indonesia, cukup khawatir terhadap berbagai resiko yang mereka hadapi dalam 

aplikasi modalnya. Hal ini disebabkan oleh karena keadaan politik, sosial dan 

ekonomi dari negara-negara berkembang atau sedang berkembang belum stabil, 

padahal penanaman modal asing membutuhkan suatu keadaan yang kondusif 

sifatnya seperti rasa aman, tertib, serta suatu kepastian atau jaminan hukum dari 

negara-negara penerima modal.9 Dalam melakukan penegakan hukum (law 

enforcement) terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum 

(legal certainty), kemanfaatan (benefit), dan keadilan (justice) yang harus berjalan 

harmonis.10  

 Menunjang iklim investasi yang tersebut, perlu adanya kepastian hukum bagi 

investor yang akan melakukan kegiatan investasinya di Indonesia, untuk itu 

dibentuklah Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 

perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman 

Modal Asing dan Undang - Undang No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal 

Dalam Negeri. Undang-undang yang berlaku di zaman orde baru itu sudah dinilai 

tidak kompeten lagi dalam menjawab rendahnya iklim investasi di Indonesia.11 

Hal itu, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk lebih memberikan peluang 

terhadap penanaman modal guna dapat melaksanakan usahanya dengan lancar, 

aman dan tertib.12 Di bidang ekonomi penegakan hukum menjadi penting untuk 

melindungi kepentingan-kepentingan ekonomis dari semua pihak yang terkait di 

dalamnya, bahkan berkaitan dengan keberhasilan pembangunan ekonomi pada 

                                                           
8 Ibid, hlm. 100-108. 
9 Ibid,  hlm. 109. 
10 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. 5, Yogyakarta, Liberty, 

2005, hlm. 160-162. 
11https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-760909/kontroversi-uu-penanaman-

modal , Diakses pada tanggal 29-03-2018, pukul 14.34 WIB. 
12 Aminuddin Ilmar, Op Cit, hlm. 46. 
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umumnya.13 Hukum memberikan jalan sekaligus jaminan bagi terlaksananya 

kegiatan ekonomi secara tertib dan adil, di samping itu hukum juga menjadi 

landasan bertindak bagi pelaku-pelaku ekonomi dalam menjalankan 

kegiatannya.14 

 Keberhasilan pembangunan ekonomi sendiri, dalam pandangan Sadono 

Sukirno misalnya pembangunan ekonomi sebagai serangkaian usaha dalam 

perekonomian. Hasilnya adalah infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan 

semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan 

teknologi semakin meningkat.15 Kehidupan perekonomian suatu negara sangat 

dipengaruhi oleh kehidupan perusahaan.16 Pelaku-pelaku usaha di Indonesia 

adalah perusahaan negara dan perusahaan swasta, termasuk perusahaan asing 

dengan berbagai bentuk badan usaha yang tunduk pada hukum Indonesia.17 Tetapi 

ada batasan khusus mengenai bentuk usaha dan bidang kegiatan usaha yang dapat 

dijalankan oleh perusahaan asing.18 

 Bentuk usaha yang digunakan oleh perusahaan penanaman modal asing hanya 

boleh berbentuk Perseroan Terbatas (PT), berdasarkan pasal 5 ayat (2) Undang – 

Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ditetapkan bahwa 

investor di Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya, penanaman modal 

asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum di Indonesia, 

namun pada kenyataannya sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Tentang 

Penanaman Modal pasal 5 ayat (1) dan (2) dengan pasal 6 ayat (1) tidak adanya 

sinkron antara kedua ayat tersebut. Pada pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat dilakukan dalam bentuk badan 

usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha 

                                                           
13 Janus Sidabalok, Hukum Perusahaan , Bandung, Nuansa Aulia, 2012 , hlm. 33. 
14 Ibid, hlm. 36. 
15 Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah Dasar Kebijakan, Edisi Kedua, 

Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 3. 
16 Heidjrachman Ranupandojo, Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan, Yogyakarta, Unit 

Penerbit dan Percetakan AMP YPN, 1990, hlm. 1. 
17 Janus Sidabalok, Op.Cit, hlm. 42. 
18 Ibid. hlm. 153. 
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perseorangan dan pada pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa Penanaman Modal 

Asing (PMA) wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum 

Indonesia dan kedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Hal 

tersebut tidak sinkron dengan isi dalam pasal (6) ayat (1) yang menyatakan bahwa 

pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal 

yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di 

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 Dalam pelaksanaan pendirian suatu perusahaan, ada beberapa ketidakpastian 

hukum yang dirasakan oleh pemilik perusahaan penanaman modal yang 

melakukan joint venture atau langsung (Direct Investment) di Indonesia. Para 

investor nampaknya masih menahan diri terutama investor asing untuk melakukan 

investasinya. Salah satu contoh adanya suatu perusahaan penanaman modal asing 

dalam waktu dekat akan melaksanakan penanaman modal langsung (Direct 

Investment) dengan mendirikan perusahaan XY komoditi teh di wilayah 

Indonesia. Perusahaan XY tersebut akan mulai mendirikan perusahaan penanaman 

modal asingnya di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pihak Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonosobo, 

melihat adanya potensi untuk menarik investor terutama asing untuk 

mengembangkan industri perkebunannya di Kabupaten Wonosobo. Hasil dari 

perusahaan XY berupa produk teh yang akan di ekspor ke berbagai negara. 

Namun pihak perusahaan XY tersebut merasa bahwa di dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal masih ada ketidakpastian 

hukum yang terdapat dalam inti pada pasal 5 ayat (1) dan (2) menjelaskan adanya 

perbedaan bentuk badan usaha antara penanaman modal asing dan penanaman 

modal dalam negeri saat akan mendirikan perusahaan di Indonesia. Hal tersebut 

menurut perusahaan XY tidak sesuai dengan pasal 6 ayat (1) bahwa pemerintah 

memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal 

dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia. 

Kedua pasal tersebut memberikan kebimbangan kepada perusahaan XY yang akan 

mendirikan perusahaannya. 
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 Berdasarkan paparan permasalahan dan pemikiran tersebut penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul ”KEPASTIAN HUKUM 

INVESTASI BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI 

INDONESIA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis 

menarik 2 (dua) permasalahan yang akan digunakan sebagai acuan dan batasan 

dalam penelitian untuk menemukan dan mencari permasalahan yang diteliti. 

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kendala pengembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia? 

2. Apakah upaya yang harus diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk 

menjamin kepastian hukum berinvestasi di Indonesia bagi Penanaman 

Modal Asing? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menemukan jawaban 

serta solusi bagi permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah. Terkait 

dengan rumusan masalah yang dirumuskan diatas maka dalam penelitian ini 

terdapat tujuan khusus dan tujuan umum. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas yang menjadi persyaratan pokok 

guna mencapai dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan kurikulum 

Fakultas Hukum Universitas Jember; 

2. Sebagai upaya untuk meweujudkan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang telah didapatkan selama menempuh perkuliahan di 

Fakultas Hukum Universitas Jember; 
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3. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan 

pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan khususnya bagi 

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang kendala pengembangan 

Penanaman Modal Asing di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan memahami tentang upaya yang harus di ambil 

Pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum berinvestasi di 

Indonesia bagi Penanaman Modal Asing. 

1.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian, yaitu seperangkat metode yang bersifat sistematis dan 

terorganisasi untuk menginvestigasi sebuah topik atau judul penelitian serta untuk 

memecahkan masalah yang dirumuskan dalam penelitian tersebut. Metodologi 

merupakan kombinasi dari berbagai metode dengan filosofi yang mendasari 

metode-metode tersebut.19 Ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, 

melainkan ilmu yang bersifat preskriptif. Oleh karena itulah penelitian hukum 

tidak dimulai dengan hipotesis, serta tidak mengenal data.20 Penelitian hukum 

merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum. Hasil 

yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya 

atas isu yang diajukan.21  

1.4.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian pada penulisan ini adalah yuridis normatif (legal research) 

yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah hukum atau 

norma-norma hukum positif yang berlaku. Dalam penelitian ini digunakan 

                                                           
19 Sutanto Leo, Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi, Jakarta, Erlangga, 2013, hlm. 

95. 
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum - Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 59. 
21 Ibid. hlm. 83. 
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Peraturan 

serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian 

dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam tulisan ini 

terkait dengan isu hukum yang terdapat di dalam rumusan masalah. Penelitian 

hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem yang digunakan 

untuk memberikan “justifikasi” preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. 

Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat 

kajiannya.22 Penelitian normatif hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum, 

asas hukum, dan kaidah peraturan saja. Tidak sampai pada perilaku manusia yang 

menerapkan peraturan tersebut.23 

1.4.2 Pendekatan Masalah 

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian. 

Pendekatan penelitian ini digunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi 

dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang diteliti atau sedang dicari 

jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum 

adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case 

approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif 

(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).24 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-

undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual). Menurut 

Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan Undang-undang (statute approch) dilakukan 

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang ditangani.25 Sedangkan Pendekatan Konseptual 

(conceptual approch) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan memperlajari 

pandangan-pandangan dan doktrin-dokrtin di dalam ilmu hukum, penulis akan 

                                                           
22 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010, hlm. 36. 
23 Ibid, hlm. 37. 
24 Ibid. hlm. 133. 
25 Ibid. 
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menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-

konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 

Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan 

sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumantasi hukum dalam 

memecahkan isu yang dihadapi.26 

1.4.3 Bahan Hukum 

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi 

mengenai apa yang seyogyanya maka diperlukan sumber-sumber penelitian. 

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian 

yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya 

mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan 

putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi 

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi 

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal 

hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.27 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 

peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, antara lain : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks 

berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan 

                                                           
26 Ibid, hlm. 134. 
27 Ibid, hlm. 181. 
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klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.28 Sebagai bahan hukum 

sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan 

disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum termasuk jurnal hukum dan website on-

line yang dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu juga, kamus-kamus 

hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Penulisan penelitian 

hukum ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku literatur (tertera 

dalam bagian daftar pustaka penulisan) yang relevan dengan permasalahan yang 

diteliti. 

1.4.4 Analisis Bahan Hukum 

Proses analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari 

pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untu 

disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian 

secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:29 

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. 

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai 

relevansi juga bahan-bahan non hukum. 

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan 

yang telah dikumpulkan. 

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 

Hukum. 

5. Memberikan perskripsi (hal yang seharusnya atau sebagaimana mestinya) 

terhadap isu hukum yang telah dipecahkan berdasarkan argumentasi yang 

telah dibangun di dalam kesimpulan. 

 

                                                           
28 Ibid, hlm. 182. 
29 Ibid, hlm. 312. 
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Langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah 

melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah 

untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah 

terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu berpangkal 

dari suatu permasalahan yang sexara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat 

khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam 

penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada 

akhirnya peneliti dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya 

dilakukan dan dapat diterapkan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kepastian Hukum 

2.1.1 Definisi Kepastian Hukum 

 Kepastian hukum merupakan salah satu komponen yang tidak dapat 

dipisahkan dari suatu hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa 

suatu nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan 

sebagai suatu pedoman perilaku di dalam masyarakat. Keteraturan dalam 

masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum, karena keteraturan merupakan 

inti dari kepastian hukum itu sendiri.30 

 Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. 

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan 

adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai 

wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat 

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa 

dijawab secara normatif, bukan sosiologi.31 

 Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam 

artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam 

artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak 

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk 

kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen

                                                           
30 A. A. Sangalang, Tesis Magister Hukum: “Kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah 

Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan 

Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum dan keadilan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 

Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006”, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta, 2012. 
31 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, 

Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59 
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yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya 

subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan 

secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau 

adil bukan sekedar hukum yang buruk.32 

 Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal telah ditentukan 10 (sepuluh) asas dalam penanaman modal 

atau investasi.33 Salah 1 (satu) dari 10 (sepuluh) asas menjelaskan tentang 

kepastian hukum dalam penanaman modal. Asas kepastian hukum, yaitu asas 

dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam 

bidang penanaman modal.34 

2.1.2 Teori – Teori Kepastian Hukum 

 Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma 

adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi 

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 

dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun 

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi 

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian 

hukum.35 

 Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

                                                           
32 C.S.T Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 

Kamus Istilah Aneka Hukum, Jala Permata Aksara,  Jakarta, 2009, Hlm. 385. 
33 Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia,  PT RajaGrafido Persada, 

Jakarta, 2008, hlm. 14 
34 Ibid. 
35  Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158. 
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perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa 

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan 

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 

boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.36 

 Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung 

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut 

pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, 

tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. 

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya 

membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan 

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan 

atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.37 

 Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi 

keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh 

berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan 

kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau 

berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian 

hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum 

positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang 

ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.38 

2.2 Hukum Investasi 

2.2.1 Definisi Investasi 

 Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu investire (memakai),39 

sedangkan investasi dalam bahasa inggris berasal dari kata invest yang berarti 

                                                           
36 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, 

hlm.23. 
37 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),  Toko 

Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83. 
38 Ibid, hlm. 95. 
39 Salim dan Budi Sutrisno, Op.Cit, hlm. 31. 
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menanam atau menginvestasikan uang atau modal.40 Istilah investasi merupakan 

istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim 

digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah 

tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan 

secara interchangeable.41 

 Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan yang dilakukan baik oleh pribadi (natural person) maupun badan hukum 

(juridical person) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan 

nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan 

(equipment), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun 

keahlian.42 

 Pengertian investasi menurut Sukirno, investasi adalah pengeluaran untuk 

membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan 

untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal perekonomian 

yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.43 

 Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal disebutkan bahwa : 

“Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, 

baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing 

untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.” 

Selain itu, para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep 

teoritis tentang investasi. Mereka mendefiniskan investasi sebagai berikut : 

1. Fitzgeral mengartikan investasi adalah : 

 

“Aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber 

(dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat 

                                                           
40 Ana Rochmatussa’dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Indah Ambarsari dan Didit Purnomo, “Studi Tentang Penanaman Modal Asing Di 

Indonesia”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 6, No. 1, 2005, hlm. 28. 
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sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk 

baru di masa yang akan datang”.44 

 

2. Kamaruddin Ahmad pengertian dari investasi adalah : 

 

“Menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh 

tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut”.45 

 

3. Komaruddin memberikan pengertian investasi dalam 3 (tiga) artian : 

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi, atau surat 

penyertaan lainnya; 

2. Suatu tindakan memmbeli barang-barang modal; 

3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan 

pendapatan di masa yang akan datang.46 

4. Abdul Halim menjelaskan pengertian Investasi : 

“investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana 

dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang.”47 

Dalam Ensiklopedia Indonesia, Investasi diartikan sebagai penanaman uang 

atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gendung, 

permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). 

Dengan demikian, cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal 

barang yang harus diganti.48 

Menurut Salim H.S. dan Budi Sutrisno bahwa investasi merupakan 

penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik itu investor asing maupun 

investor dalam negeri dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, 

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.49 

Istilah hukum investasi sendiri berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu 

investment of law, namun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan 

tidak ditemukan pengertian hukum investasi. Untuk meengetahui pengertian 

                                                           
44 Salim dan Budi Sutrisno, Op.Cit, hlm. 31. 
45 Salim dan Budi Sutrisno, Ibid, hlm. 32. 
46 Ibid. 
47 Irham Fahmi, Analisis Investasi Dalam Perspektif Ekonomi dan Politik, PT Refika 

Aditama, Bandung, 2006, hlm. 2. 
48 Salim dan Budi Sutrisno, Op.Cit, hlm. 32. 
49 Ibid, hlm 33. 
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hukum investasi, kita harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus 

hukum.50 

Ida Bagus Wyasa Putra, dkk., mengemukakan pengertian hukum investasi 

adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat 

dilakukan investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting 

mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.51 

Dalam definisi ini, hukum investasi dikonstruksikan sebagai norma hukum. 

Norma hukum ini mengkaji tentang kemungkinan dilakukannya: (1) penanaman 

investasi, (2) syarat-syarat investasi, (3) Perlindungan, (4) kesejahteraan bagi 

rakyat.52 

T. Mulya Lubis menyatakan bahwa hukum investasi adalah tidak hanya 

terdapat di dalam undang-undang, tetapi dalam hukum dan aturan lain yang 

diberlakukan berikutnya yang terkait dengan masalah-masalah investasi asing 

(other the subsequent law and regulations into force relevan foreign investment 

matters).53 

Menurut Salim H.S. dan Budi Sutrisno hukum investasi adalah keseluruhan 

kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, 

bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang 

prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara.54 

Kaidah hukum investasi digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu hukum 

investasi tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum investasi tertulis merupakan 

kaidah hukum yang mengatur tentang investasi, dimana kaidah hukum tersebut 

terdapat di dalam traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Sementara, hukum investasi 

tidak tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang tumbuh dan berkembang 

dalam masyarakat. 

                                                           
50 Ibid, hlm. 9. 
51 Ibid. 
52 Ibid, hlm. 10. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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Hal yang diatur dalam hukum penanaman modal adalah hubungan antara 

investor dengan penerima modal. Status investor dapat digolongkan menjadi (2) 

macam, yaitu investor asing dan investor dalam domestik.55 Unsur-unsur hukum 

investasi yaitu adanya kaidah yang tertulis maupun yang tidak tertulis, adanya 

subjek, subjek dalam hukum investai adalah investor dan negara penerima 

investasi, adanya bidang usaha yang diperkenankan untuk investasia prosedur dan 

syarat-syarat untuk melakukan investasi dan negara tujuan investasi. 

2.2.3 Jenis-Jenis Investasi 

Investasi merupakan sumber penggerak pertumbuhan ekonomi menuju 

pembangunan berkelanjutan dalam era global. Investasi suatu negara dapat 

bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri (investasi asing).56 Investasi 

dapat digolongkan berdasarkan aset, berdasarkan pengaruhnya, berdasarkan 

sumber pembiayaannya, dan berdasarkan bentuknya. 

2.2.3.1 Investasi Berdasarkan Asetnya 

Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolangan investasi dari aspek 

modal atau kekayaannya. Investasi ini berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu: (1) real asset dan (2) financial asset. 

Real asset merupakan investasi yang berwujud, seperti gedung-gedung, 

kendaraan dan sebagainya, sedangkan financial assets merupakan dokumen 

(surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang 

menerbitkan sekuritas tersebut.57 

2.2.3.2 Investasi Berdasarkan Pengaruhnya 

                                                           
55 Ibid, hlm. 11. 
56 Acep Rohendi, “Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO)  

dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 

2, Tahun 2014, hlm. 387. 
57 Salim dan Budi Sutrisno, Op.Cit, hlm. 37. 
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Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada 

faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. 

Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua macam, yaitu58: 

1. Investasi autonomus (berdiri sendiri) merupakan investasi yang tidak 

dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya 

pembelian surat-surat berharga. 

2. Investasi induced (memengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi 

yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta 

tingkat pendapatan. Misalnya, penghasilan transitori, yaitu penghasilan 

yang didapat selain bekerja, seperti bunga dan sebagainya. Teori ini 

dikembangkan oleh Milton Friedman. 

 

2.2.3.3 Investasi Berdasarkan Sumber Pembiayaannya 

Pembagian penanaman modal yang di kenal dalam Undang-Undang No. 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu membagi penanaman modal dengan 

penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Investasi 

berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada 

asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi 2 macam, yakni: (1) 

Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA) dan (2) Investasi yang 

bersumber dari modal dalam negeri (PMDN).59 

1. Penanaman Modal Dalam Negeri 

Definisi Penanaman Modal Dalam Negeri 

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari bahasa 

inggris, yaitu domestic investment.  Pengertian penanaman modal dalam negeri 

dapat ditemukan dalam pasal 2 Undang-undang 6 Tahun 1968 tentang Penanaman 

Modal Dalam Negeri. PMDN adalah60 : 

“Penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik 

secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut 

atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.” 

                                                           
58 Ibid. 
59 Ibid, hlm. 36-38. 
60 Ibid, hlm. 104. 
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Penjelasan atas Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, 

pengggunaan kekayaan secara langsung adalah penggunaan modal yang 

digunakan secara langsung oleh investor domestik untuk pengembangan 

usahanya, sedangkan penggunaan secara tidak langsung merupakan penggunaan 

modal yang digunakan tidak dilakukan secara langsung untuk pengembangan 

usaha. Pelaksanaan penanaman modal itu didasarkan para peraturan perundang-

undangan yang berlaku.61 

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal, menjelaskan bahwa pengertian dari penanaman modal dalam 

negeri adalah : 

“Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal 

untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang 

dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan 

modal dalam negeri.” 

Dalam ketentuan ini yang dapat memiliki modal dalam negeri adalah: (1) Negara 

Indonesia, (2) perseorangan warga negara Indonesia, atau (3) badan usaha 

berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 

2. Penanaman Modal Asing 

1. Definisi Penanaman Modal Asing 

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal telah ditentukan pengertian penanaman modal asing : 

“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk 

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan 

oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing 

sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam 

negeri.” 

Menurut Prof. M. Sornarajah memberikan definisi tentang penanaman 

modal asing yang artinya penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik 

yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya 

                                                           
61 Ibid, hlm. 104. 
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untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah 

pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian.62 Dalam definisi 

ini, penanaman modal asing dikonstruksikan sebagai pemindahan modal dari 

negara yang satu ke negara lain. Tujuan penggunaannya adalah mendapat 

keuntungan. 

2. Macam – Macam Bentuk Kerjasama Penanaman Modal Asing 

Termuat dalam ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal, maka penanaman modal, khususnya penanaman 

modal asing di Indonesia diperkenankan melaksanakan usahanya secara langsung 

maupun dalam bentuk usaha kerja sama patungan (joint ventures) dengan pihak 

nasional apakah dengan swasta atau pemerintah (BUMN).63 Langsung adalah 

artian seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan atau badan hukum asing, 

sedangkan kerja sama patungan (joint ventures) merupakan patungan antara 

modal asing dengan modal yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau 

badan hukum Indonesia. Terdapat berbagai macam bentuk kerja sama patungan 

(joint ventures) yang dilakukan oleh para penanam modal, khususnya modal asing 

dengan pemodal nasional.64 

1. Joint Ventures 

Bentuk usaha kerja sama patungan (joint ventures) memiliki berbagai 

macam bentuk dan corak maupun variasi, namun pada intinya joint ventures 

adalah suatu kerja sama yang dilakukan antara penanaman modal asing dan 

nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak belaka 

(kontraktual). 

Berbagai macam corak atau variasi dari joint ventures yang diketemukan 

dalam praktik aplikasi penanaman modal asing dikemukakan sebagai berikut : 

                                                           
62 Ibid, hlm. 149. 
63 Aminuddin Ilmar, Op.Cit, hlm. 85. 
64 Ibid, hlm. 99. 
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a. Technical Assistance (service) Contract adalah suatu bentuk kerja sama 

yang dilakukan antara pihak modal asing dan nasional sepanjang 

bersangkut paut dengan skill atau cara kerja (method). 

b. Francise and brand-use Agreement adalah suatu bentuk kerja sama yang 

digunakan, apabila suatu perusahaan nasional atau dalam negeri hendak 

memproduksi suatu barang yang telah mempunyai merek terkenal. 

c. Management Contract adalah suatu bentuk usaha kerja sama antara pihak 

modal asing dan nasional menyangkut pengelolaan suatu perusahaan 

khususnya dalam hal pengelolaan menajemen oleh pihak modal asing 

terhadap suatu perusahaan nasional. 

d. Built, Operation, and Transfer (B.O.T) adalah suatu bentuk kerja sama 

yang relatif masih baru dikenal yang pada pokoknya merupakan suatu  

kerja sama antara para pihak, di mana suatu obejk dibangun, dikelola, atau 

dioperasikan selama jangka waktu tertentu diserahkan kepada pemilik asli. 

2. Joint Enterprise 

Bentuk Joint-Enterprise merupakan suatu kerja sama antara penanaman 

modal asing dan dalam negeri dengan membentuk suatu perusahaan atau badan 

hukum baru sesuai dengan yang disyaratkan dalam aturan penanam modal. 

3. Kontrak Karya  

Pengertian kontrak karya (contract of work) sebagai suatu bentuk usaha 

kerja sama antara penanaman modal asing dan nasional, terjadi apabila penanam 

modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum ini 

mengadakan perjanjian kerja sama dengan badan hukum yang menggunakan 

modal nasioanl.65 Bentuk kontrak karya ini hanya terdapat dalam perjanjian kerja 

sama antara badan hukum milik negara (BUMN). 

4. Production Sharing 

                                                           
65 Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat, Tinjauan dan Pembahasan UUPMA dan Kredit 

Luar Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1967, hlm. 108. 
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Dinamakan production sharing atau bagi hasil, oleh karena kredit yang 

diperoleh dari pihak asing ini beserta bunganya akan dikembalikan dalam bentuk 

hasil produksi perusahaan yang bersangkutan, biasanya dikaitkan dengan suatu 

ketentuan mengenai kewajiban perusahaan Indonesia untuk mengekspor hasilnya 

ke negara pemberi kredit. Production Sharing adalah suatu perjanjian kerja sama 

kredit antara modal asing dan pihak Indonesia yang memberikan kewajiban 

kepada pihak Indonesia untuk mengekspor hasilnya kepada negara pemberi kredit. 

5. Penanaman Modal Dengan DICS-Rupiah 

Kerja sama production sharing, penanaman modal asing dengan DICS-

Rupiah ini merupakan sautu bentuk campuran atau variasi antara kredit dan 

penanaman modal. Penanamn modal asing dengan DICS-Rupiah ini kredit modal 

asing yang harus dikembalikan kepada kreditornya oleh pihak Indonesia dengan 

adanya ketentuan instruksi Presidium Kabinet 28/EK/IN/5/1967, pada prinsipnya 

menyatakan bahwa tagihan-tagihan para kreditor asing yang menyangkut utang 

yang tidak dijamin oleh pemerintah asing dapat diubah menjadi penanaman modal 

asing di Indonesia. 

6. Penanaman Modal Dengan Kredit Investasi 

Adanya penanaman modal dengan menggunakan kredit investasi merupakan 

kebijaksanaan pemerintah pada 1970. Memberikan kesempatan bagi pengusaha 

nasional untuk melakukan penanaman modal dengan menggunakan kredit dari 

pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk memberikan kredit investasi kepada para 

pengusaha nasional yang kemudian mengadakan kerja sama (joint ventures) 

dengan pananam modal asing sudah dapat digolongkan menjadi penanaman 

modal asing meskipun jalan yang ditempuh sangat berbelit-belit. 

7. Portofolio Investment 
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Portofolio Invesment adalah penanam modal yang dilakukan melalui 

pembelian saham baik di pasar modal, maupun penempatan modal pihak ketiga 

dalam perusahaan (strategic partner atau private placement).66 

2.2.3.4 Investasi Berdasarkan Bentuknya 

Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada 

cara menanamkan investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi dua macam, 

yaitu: (1) investasi fortofolio dan (2) investasi langsung. 

Investasi fortofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen 

surat berharga, seperti saham dan obligasi. Investasi langsung merupakan bentuk 

investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakusisi 

perusahaan.67 

2.2.4 Fasilitas Penanaman Modal 

Pada dasarnya investor, baik investor domestik maupun investor asing yang 

menanamkan investasi di Indonesia diberikan berbagai kemudahan. Pemberian 

kemudahan ini adalah dimaksudkan agar investor domestik maupun investor asing 

mau menanamkan investasinya di Indonesia. Investasi ini dangat dibutuhkan oleh 

Pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses pembangunan.68 

Untuk menarik minat penanam modal dalam menanamkan modalnya, 

pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan. Penanam modal yang ingin 

mendapatkan kemudahan-kemudahan tersebut harus memenuhi setidaknya salah 

satu kriteria yang dijabarkan dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu: 

a. Menyerap tenaga kerja; 

b. Termasuk skala prioritas tinggi; 

c. Termasuk pembangunan infrastruktur; 

d. Melakukan alih teknologi; 

e. Melakukan industri pionir; 

                                                           
66 Aminuddin Ilmar, Op.Cit, hlm. 100-108. 
67 Salim dan Budi Sutrisno, Op.Cit, hlm. 38. 
68 Ibid, 269. 
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f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau 

daerah lain yang dianggap perlu; 

g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup; 

h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; 

i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi, atau; 

j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan 

yang diproduksi dalam negeri. 

 

Selanjutnya, setelah memenuhi salah satu kriteria dalam Pasal 18 ayat (3) maka 

Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanam modal berupa : 

a. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai 

tingkat tertentu jumlah penanam modal yang dilakukan dalam waktu 

tertentu; 

b. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, 

mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat 

diproduksi di dalam negeri; 

c. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan 

penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan 

persyaratan tertentu; 

d. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor 

barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang 

belum diproduksi dalam negeri selama jangka waktu tertentu; 

e. Penyusutan atau amortasi yang dipercepat; dan 

f. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha 

tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. 

 

2.2.5 Penyelesaian Sengketa Investasi 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 

khususnya dalam pasal 32 diatur mengenai penyelesaian sengketa. Dalam 

ketentuan tersebut diuraikan bagaimana cara penyelesaian sengketa yang 

digunakan apabila terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah 

dan penanam modal. 

Secara umum penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :69 

1. Penyelesaian melalui pengadilan 

2. Penyelesaian melalui arbitrase, 

                                                           
69 Ana Rochmatussa’dyah dan Suratman, Hukum Investasi (Hukum dan Kebijakan 

Investasi) di Indonesia, Diktat Kuliah, FH-Unisma, Malang, 2006, hlm. 91. 
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3. Penyelesaian melalui cara-cara penyelesaian sengketa alternatif 

(Alternative Dispute Resolution). 

Dalam uraian berikut akan diberikan gambaran secara ringkas mengenai 

berbagai cara penyelesaian sengketa tersebut. 

1. Penyelesaian melalui pengadilan 

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah suatu pola 

penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, di mana 

dalam penyelesaian sengketa itu diselesaikan di pengadilan. Putusannya bersifat 

mengikat. Penggunaan sistem litigasi mempunyai keuntungan dan kekurangan 

dalam penyelesaian sengketa.70 

2.  Penyelesaian melalu arbitrase 

Cara penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal melalui arbitrase 

tampaknya merupakan pilihan yang semakin populer. Hal tersebut dipandang 

relatif lebih praktis, cepat dan murah, serta tertutup. Cara penyelesaian lembaga 

arbitrase ini dapat dilakukan baik melalui arbitrase asing, seperti ICSID 

(International Center of Settlement of Investment Disputes) maupun ICC 

(International Chamber of Commerce). Di Indonesia sendiri sudah meratifikasi 

New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 

Award of 1958.71  

Pengertian arbitrase menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan : 

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 

secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” 

 

3. Penyelesaian melalui cara-cara penyelesaian sengketa alternatif (Alternative 

Dispute Resolution). 

Pengertian alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Pasal 1 ayat (10) bahwa : 

                                                           
70 Salim dan Budi Sutrisno, Op.Cit, hlm. 348. 
71 Ida Bagus Rahmadi Supancana, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di 

Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 87. 
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“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian 

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para 

pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, 

negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” 

 

2.3 Perusahaan 

2.3.1 Definisi Perusahaan 

Menurut pemerintah Belanda, yang pada waktu itu membacakan memorie 

van toelichting (memori penjelasan) Rencana Undang-Undang Wetboek van 

Koophandle (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) di muka parlemen, yang 

disebut dengan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara 

tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dan dalam kedudukan tertentu untuk 

mencari laba (bagi diri sendiri). 

Menurut Prof. Mr. W.L.P.A. Molengraff, pengertian perusahaan dari sudut 

pandang ekonomi adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-

menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara 

memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan 

perjanjian-perjanjian perdagangan. 

Menurut Mr. M. Polak, perusahaan ada apabila diperlukan adanya 

perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan dan segala 

sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Polka mendefinisikan perusahaan dari sudut 

pandang komersial. 

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya Pengantar Hukum Perusahaan di 

Indonesia menyatakan bahwa berdasarkan tinjauan hukum, istilah perusahaan 

mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan 

usahanya. Lebih lanjut, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi 

dan berkumpulnya semua faktor produksi72 

                                                           
72 Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Salemba 

Empat, Jakarta, 2011, hlm. 29-30. 
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Dalam hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 

tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 huruf b, dirumuskan bahwa perusahaan 

adalah : 

“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang tetap 

dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di 

wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh 

keuntungan dan/atau laba.” 

2.3.2 Definisi Hukum Perusahaan 

Dalam pengertian, hukum perusahaan sendiri belum pasti hingga sekarang. 

Hanya saja dikatakan bahwa hukum perusahaan lahir dari lapangan hukum 

perdata atau hukum dagang (KUHD). Dalam KUHD, pengertian hukum 

perusahaan juga tidak ditemukan karena memiliki kesamaan definisi dengan 

istilah perusahaan. 

Secara singkat dapat dikatakan hukum perusahaan adalah hukum yang 

mengatur seluk-beluk bentuk perusahaan. Sumber hukum dari hukum perusahaan 

adalah KUHPerdata, KUHDagang, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan 

perusahaan, antara lain: UU Tentang Perseroan Terbatas, UU Badan Usaha Milik 

Negara, UU Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), UU Yayasan, UU 

Koperasi, dan UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 

serta perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan kegiatan 

perusahaan yang diadopsi atau dijadikan pedoman oleh pemerintah Indonesia.73 

2.3.3 Jenis-Jenis Perusahaan 

Pada beberapa hal mengenai perusahaan, hukum memberi aturan dan 

perlakuan yang berbeda terhadap perusahaan-perusahaan menurut jenis atau 

macamnya. Karena itu pembedaan perusahaan menurut jenis-jenis atau macam-

macam perusahaan mempunyai relevansi di bidang hukum. Ada beberapa jenis 

atau macam perusahaan yang dikenal di masyarakat. Pembeda-bedaan perusahaan 

                                                           
73 Nyulistiowati Suryanti, Hukum Perusahaan (Modul 1-9), Tangerang Selatan, 

Universitas Terbuka, 2015, hlm. 1.7. 
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dapat dilihat dari berbagai tolak ukur (kriteria). Berbagai kriteria yang lazim 

dipakai adalah: pemilikan (sumber modal), besarnya modal dan kemampuan 

menghasilkan laba, lingkup kegiatan usaha, bentuk usaha, dan status hukum 

badan usahanya.74 

Berdasarkan pemilikannya, perusahaan dibedakan menjadi perusahaan 

negara dan perusahaan swasta. Perusahaan swasta ini dibedakan dalam 3 (tiga) 

macam yaitu perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, dan 

perusahaan swasta campuran.75 

Berdasarkan jumlah/besarnya modal dan kemampuan menghasilkan laba, 

perusahaan dibedakan menjadi perusahaan besar, perusahaan menengah, dan 

perusahaan kecil. Kriteria besar, menengah atau kecil, terkait dengan ukuran 

umum berdasarkan pertimbangan kemajuan ekonomi. 

Berdasarkan lingkup kegiatan usahanya, dapat dibedakan menjadi 

perusahaan nasional, dan perusahaan transnasional atau perusahaan multinasional 

(multinational enterprice, transnational corporation). 

Dilihat dari segi bentuk badan usahanya, badan usaha swasta dapat 

dibedakan ke dalam usaha perseorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, 

persekutuan komanditer, perseroan terbatas dan koperasi. Untuk perusahaan 

negara atau BUMN ada bentuk perusahaan perseroan (persero) dan perusahaan 

umum (perum). Bentuk badan usaha tersebut, dapat dibedakan menurut status 

hukumnya menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu badan usaha yang berbadan hukum 

(seperti perseroan terbatas, koperasi, perseroa, dan perum), dan badan usaha yang 

bukan berbadan hukum (seperti usaha perseorangan, perserikatan perdata, 

persekutuan firma, dan persekutuan komanditer.76

                                                           
74 Janus Sidabalok, Hukum Perusahaan, Bandung , Nuansa Aulia, 2012, hlm. 11. 
75 HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 1 Pengertian 

Dasar Hukum Dagang, Jakarta, Djambatan, 1985, hlm. 18. 
76 Ibid, hlm. 12. 
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BAB 4 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1) Kendala pengembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia 

Kendala yang ada dalam penanaman modal perihal masalah kepastian hukum 

perizinan, regulasi yang tidak efisien, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) yang belum miliki standar pelayanan publik untuk mendukung 

pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan tepat, serta masalah-masalah yang 

timbul di daerah. Perizinan penanaman modal asing di Indonesia berdasarkan 

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 

2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal melalui 

proses yang berbelit-belit dan berlapis sehingga dinilai tidak efektif dan 

efisien baik dari segi waktu dan biaya. PTSP yang merupakan produk 

pemerintah untuk mempermudah investor juga masih kurang efektif baik 

untuk pusat maupun di daerah. Karena di daerah masih banyak pihak yang 

menggunakan kekuasaan untuk mempersulit investor dengan memperoleh 

keuntungan pribadi dari hal itu. Walaupun telah adanya regulasi yang 

memberikan kepastian hukum tetapi hingga saaat ini penerapannya di 

lapangan terasa tidak efektif dan promotif memberikan keadilan bagi para 

investor terlebih bagi investor asing. 

2) Upaya yang harus diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menjamin 

kepastian hukum berinvestasi di Indonesia bagi Penanaman Modal Asing. 

Investasi di Indonesia memiliki legalitas yang dilindungi oleh negara, dalam 

hal ini dilindungi oleh negara maka setiap pelaksanaan tindakan investasi 

yang dilakukan di Indonesia berdasarkan tata cara dan aturan hukum yang 

berlaku di Indonesia. Pemerintah memiliki peran penting dalam rangka 

memberi jaminan kepastian hukum pada kalangan pelaku usaha terkait aturan 

dan kebijakan yang dibuat demi kenyamanan investasi. Bentuk kepastian
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hukum investasi dalam pelaksanaan penanaman modal khususnya penanaman 

modal asing di Indonesia yang dapat dilakukan dalam bentuk investasi 

langsung (direct investment)., investasi portofolio (portfolio investment) dan 

usaha kerja sama patungan (joint ventures). Kepastian terhadap bentuk usaha 

penanaman modal asing harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Investor 

asing mendapat kemudahan berupa Pelayan Terpadu Satu Pintu yang berada 

tidak hanya pada pemerintah pusat, namun pada pemerintah daerah. 

Pemerintah Indonesia memberikan ketentuan daftar bidang usaha yang 

tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal (Daftar 

Negatif Investasi/DNI) sebagai acuan investor dalam menentukan bidang 

usaha apa yang akan diambil. Serta pemberian jaminan kepastian hukum lain 

yang diterima oleh investor asing berupa kemudahan dalam menyelesaikan 

sengketa penanaman modal yang terjadi. 

 

4.2 Saran 

1) Upaya pemerintah lewat reformasi kebijakan dalam menyelesaikan kendala 

dalam penanaman modal asing dilakukan melalui penyederhanaan prosedur 

dan deregulasi terhadap peraturan pemerintah yang dimana sampai saat ini 

masih berbelit-belit, memerlukan waktu yang lama dan tidak efisien 

menangani masalah didalam investasi. Penyederhanaan prosedur mulai dari 

regulasi hingga birokrasi dilakukan secara merata baik pada di tingkat 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tidak hanya pada regulasi dan 

birokrasi saja, namun juga dengan pembagian kewenangan urusan 

pemerintahan terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal diharapkan 

dapat menjalankan amanat undang-undang tidak hanya secara tertulis 

melainkan keadaan dilapangan juga harus kondusif dan berkepastian dengan 

pemantauan secara berkala agar investasi berjalan sesuai dengan koridor 

hukum yang berlaku untuk memberikan rasa aman terhadap investor terutama 

asing. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


59 
 

 

 

2) Para investor harus lebih mempersiapkan segala sesuatu yang di butuhkan 

bilamana akan melakukan investasinya di Indonesia. Dalam hal tersebut 

investor terutama investor asing yang melakukan kegiatan investasi tidak 

hanya melihat potensi investasi apa saja yang ada di Indonesia, melainkan 

juga dalam segi kepastian hukum sangat diperlukan apakah regulasi yang 

memberikan kepastian berinvestasi tersebut memang sudah terlaksana dengan 

baik ataukah belum dan tidak ada keragu-raguan yang mengakibatkan 

kebimbangan dalam menanamkan modalnya untuk investasi. 

3) Untuk masyarakat yang akan melakukan penanaman modal kedepannya 

diharapkan dapat mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk 

memulai kegiatan berinvestasi terlebih mendahulukan pemahaman terhadap 

iklim investasi di Indonesia agar tidak terjadi hal merugikan. 
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